
 

 

 

 

BUPATI CILACAP 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP 

NOMOR   216    TAHUN 2018  
 

TENTANG 

 
PENGELOLAAN AMBANG BATAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG 
KABUPATEN CILACAP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CILACAP, 

 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 

menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan dan 

meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan 

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya; 

  b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 

446/37/36/Tahun 2012 tentang Penetapan Status Penuh 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 

Majenang Kabupaten Cilacap, maka Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah Majenang Kabupaten Cilacap dapat menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD) secara penuh; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Cilacap tentang Pengelolaan Ambang Batas pada Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 



  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten 



Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Cilacap Nomor 11); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Cilacap Nomor 134);  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AMBANG BATAS 

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG 

KABUPATEN CILACAP. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD BLUD RSUD adalah RSUD 

Majenang Kabupaten Cilacap. 

7. Direktur adalah pimpinan pada UPTD BLUD RSUD. 

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 

adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

 

 



9. Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) adalah pola anggaran yang 

penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang 

dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara 

proporsional. 

10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA, adalah 

dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, 

kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD. 

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-

BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus 

kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.  

12. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang 

diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD. 

 

BAB II 

AMBANG BATAS UPTD BLUD RSUD 

 

 Pasal 2 

(1) Pengeluaran biaya pada UPTD BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan 

mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. 

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan 

perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan 

secara definitif. 

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

hanya belaku untuk niaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari 

APBN/APBD dan hibah terikat. 

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh perseratus) dari target pendapatan dan dapat dilaksanakan apabila 

volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak 

terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan yang sah diprediksi 

melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam DPA tahun 

anggaran berkenaan. 

(5) Anggaran UPTD BLUD RSUD yang tercantum dalam DPA/RBA dapat 

bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah 

atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (flexible 

budget). 

(6) Penghitungan persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain 

kecenderungan kenaikan atau penurunan selisih antara anggaran 

pendapatan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya serta selisih 

antara anggaran pendapatan dan prognosa tahun anggaran berjalan. 

 

 

 

 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 

114 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ambang Batas pada Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap (Berita Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.   

 

Ditetapkan di Cilacap 

pada tanggal 2 Agustus 2018    

 

BUPATI CILACAP, 

  ttd 

 

TATTO SUWARTO PAMUJI 

 

Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal 2 Agustus 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP, 

 

ttd 

 

FARID MA’RUF 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 216 


